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Abstrak
Pengaturan dan peogelolaan sumberdaya laln khususnya air dirasakan s€makin konpteks
dalan era otonomi daemh dan berpotensi menimbulkar konflik antaJ-daemh otonom apabila
tid.k dipalami secara komprchensifatau meny€lunh. Secara ekonomi t;dak ada satu daemh
punyangmampumandiri anpa kerjasama dan saling berinteraks i dengan daerah lainnya.
Keterkaitan antar'wilayah baik s€cam ekonomis ataupun ekologis menunjukkan bahga
tcrJadi perbedaan karakteristik dan poteosi sumberdaya yang d;mitiki tiap daerah, ol€h
karena itu peng€lolaan sunberdaya lam lintas kabupalen/kota harus disadrri sebagai
kon$ekuensi alami dari dispa.itas su berdaya alam. Penahaman disparitas pot€nsi
sumberdaya dapat dijadikan dasar membangun kcrjasama linlas kabupaten/kota yang
saling menguntungkan artar-daerah.
Kata Kunci: sumberdaya air pengelolaa , olono,ni (laerah
I. PENDAHULUAN
flal terpenting dalam setiap kebijakan pembangunan mengenai pengelolaan
air adalah bahwa air berhubungan dengan aspek sosial. ekonomi dan lingkungan. Ide
mendasar dari pengelolaan sumberdaya air dimulai dari kebijakan pemerintah tentang
air, seperti bagirnanamenyediakan air benib pembengunan sistem idgasi yang memiiiki
asas adil dan meiata atau perlindungan terhadap fingsi-fungsi ekosistem.
Sejak diberlakukannya paket undang-undang otonomi daerah yang terakhir
adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahai Daerah dan
Uadang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, maka setiap daerah otonom diberikan
kewenangan mengatur dan mengurus kepentingai.nya menurut prakarsa sendiri
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berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundarg-undangan.
Penyelenggaraan otonomi dacrah ini memberikan kewenangan yang luas, nyata dan
bertanggurgjawab kepada daerah kabupaten/kota secara proporsional yang
dirujudkan dengan pengahuan, pernanfaatan sumberdaya nasional yang berkeadilail
serta adanya perimbargan keuangan aotam pemerintah pusat dai daerah. Pelaksanaan
otonomi dacrah dilumpkan dapat meningkatkan peran pemcrintah daerah secan efisien
dan elektifdalam pengelolaan dan penanganan sumberdaya alan.
Sumberdaya alam merupakan modal penting dalam menggeraktan
pembanguna,]1 di daemh, baik dalam konteks negara, propinsi, ataupun kabupated
kot4 oleh karenanya. aspek pemanfaatan sumberdaya alarn menj adi sangat strategis
dalam menentukanjun' ai1penerimaan atau tingkat kontribusinya dalam pembenh*an
modal pembanguna-n. Pengelolam sumberdaya lam dalam perspekifotonomi daerah
padadN$ry-apower sharlzg kewcnalganpengelolaan surnberdayaantaapemerinta-h
dengan propinsi, dan kabupaten 4(ota.
Beberapa masalah akan timbul sehubungan dengan adanya otonomi dan
keberad.lan sumberdaya alam, antara iain adalah tirnbulnya daerah miskin dan kaya
yang disebabkan karena pcnyebaran sumberdaya yang tidak merata yang secara
nasional aka,1 menimbulkan kctimpargan kesej ahteraan, eksploitasi sumberdaya yang
l'prlebilun rmtuk mendapa&an dar.e pembangu'lan, surnberdaya la.11 yaig urnurnnya
bersifat op€n-4cce.r,r menimbulkan konflik pemanfaatan srunberdaya secaa benama,
konflik pemanfaatan sumberdaya lintas kabupaterL/kota dan potensi sumberdaya
manusia yang rnasih rendah yang akan nempengaruhi produktivitas, cfcktivitas, dan
efi siensi pemalfaatan sumberdaya lam.
Di dalam daerah otonom. air juga dapat menimbulkan konflik dalan
pemanfaatamya secala bersama antar-kabupaten/kota- Air dibutuhkan rr1]fuk beragan
keperluan dan lmrnpir senua aklivitas rnanusia dan liligkmgannya sangat begantung
kepadanya. Koniiik yalu timbul seputar sumberdaya air berhubungan dengan
kepentingan antar-kabupaten{(ota d lam pengelolaan dan penyediaar sumbcrdaya
an
Sumberdaya ir secara alami bergerak dari satu lokasi dan wilayah (dalam
bcntr* cair. gas, atau padat) ke lokasi laimrya. Koruekuensi dari pclatsaruar otonomi
daer:r,\ l ar, g berhubrurgan dengan sumberdaya air adalah kinelj a pengelolaan daerah
alilan sungai (DAS). Aliran air meljadi indilator paraneter DAS yrurg menyangl-ut
kuantitas. kualitas, dan distribusiair di sepanjang aliran DAS. Pengguna:ur air olch
suatu \\ilayah akan mempcngaohi ketersediaan sumberdaya tcl sebut dala,-n kuantitas
dan kualitasnya terhadap wilayah lainnya. Kompetisi pcnggruraan sumberdaya alarr
ini akar menjadi lnasalah yang sangat serius dengall srcmaliiD terbatasnya ir. Pennintaan
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air nlerl intskat scjalan dengan mcningkatnyajumlah lendLlduk. pcndepatan. dan
berkcnT bargnyakegiatair pembanguranvang memerluktu) air. Scbaliknl a suplai air
cendenurg menunn scbagiitkibat lciadin) a dcg adasi lingkLulg.n ) ang nrengganggu
berjalain),a proses lidro logi.
MasaLalT yang tinrbul tcrhadap pcngclolaan DAS daLam kaitennya dengan
otonomi daerah adalah aJanl a pcrspektiflang Lrerbeda ntara beta.! ckologis DAS
dengan balas administrasi dacrah olonoil l  srcara kaku. Pengclolaal DAS
rncmbutuhkan prinsip bahwa onc r iver one nrunagenent. l id,ak dap at dipungkjri
bahrva balas daerah otonom (kabupaten/kota/propinsi) sccaIa umum paradoksill
dcngan balas DAS. Suii lu DAS dibalasi ol l jh ropogral l  alami berupl punggLrng-
punggung bulitgrnung dim:naaliran air ) anu.jal rdl di atasn) a mcngelif meliLluititik
keluartertcnt.r (orlfu/) yang akhimya bconuemkc danauatau laut.
\\ilai ah DAS tcrdiri dari kompo[en sLn]l^-rdal abiotik. ebiolik. diur Inghngan
lauuy a r urg *r1ing l^-r'illleraksi nrcnlbcntuli kcsalLr.rnekosistcnl. \\-ila) dr DAS seling
dijadikan intcgrator l)eraganl intcfaksi konlf(mcn ckosislenl. sehingglL batas D?\S
serin-! diixdihn patokdr batas ckologis. Batas cLoLogis nrclrixdi sangat prnting daliun
pembangLlnan Lr.rkclnrjLltan \ ang mcnjamin keseinlba giLu tr ingsi ckologis t lan
c'kononri.Aliral surgnlr iulg umrunn) a lEradaditengal rvilal dr DAS sc ring dij ad iktn
balaslerlu daribal.Ls ldministratil_(laerirh oton(nn. oleh kareDa itu batas l)AS bcrsilitl
l intas lokal rnelampaui balas-batas kekuasairn poli t is dan irdnlinistro\i .  sehin!!a
masal,lh DAS nen,\ angkut bebcrlrpa kabupaieD dalam satLr atau lebih r)ropinsi.
Scliap sLunbefdt!aala nrcmilikikaraktL'risriklanqberagundibandiigkan
clcngarn sumberdayil  dlam Lriunya. sehingga peull l l lLrrannl a 
. juga perlu
lremper1inlbugkarr kiuidiledstik sLnlberda\ ate$ebut d&r mcmpenimbangkan nilai-
rr i lai l  arg berlaludic lun masr arekat dinra u sr. lmbcfde\ r xLanitcr5clru! berxdx.
I)ade dasamya. pcrnbualan dan pcngaluran hukrn) hanls dirumuskan lalla
berbagai t ngkat penlranbilar kebijrLlar (n:rsional. propinsidm kal'rupatcn4(ota) sccruir
lcrpadu unlLrk ll1enghindariteriadint'a benlLrr.llr kcpen!il]gan Hal ininrcnunjrLkkal1
l'raltu a pcngelol:Lal sunrberda) aair harus dilihat secara nrcnr elun r anlar-berbagai
l]agian. scbagaimara nakra satr sistem ) aitu Inrbungar kclefgantungan tu1tar-seliap
bagian yang mernbcntuk sistem ( l/?/sn?/.7/ri )nship bcl t co parts). Kcseluruhltn
hubtulsul itu nenlbentLLk harmonisasi antar-kcpcntinqan \:inc hasiLalhimya dalah
keadilar atauhulium y urgadlldalam pa;dangan yang obl-eklit'.
II. PERMASALA}IAN
Bcrdasatrkan latar belakang tersebut. maka dapat dirumuskan pcnnasalahan.
sebagai bcrikut:
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2.
L Bagaimana pngelolaan sumberdaya air di daenh dalam nendukung pmbangunan
berLelanjutan?
Bagairnana kewenangan daerah dalam pengelolaan sumbcrdaya ir?
III. METODE PENELITIAI\
Penelitian ini berupaya mengungkapkan masalah mengenai kebijakan
pengelolaan sumberdaya ir dalam peryrckitlul:un1 di nlalla hukum dipandang sebagai
perwuj udan dari nilai-nilai keadila,r dalam pengelolaar sumberdaya air dan apa yang
ha..us dilakukan oleh hukum untuk rnewujudkan nilai-nilai keadilan tenebut. Oleh sebab
itu, penelitian ini tergolong penelitian yuridis r,ofinatif (legdl researcr). Metode
perbandingan dipergmakan dalan penelitian ini. Pe$,mdingan lebih ditekankan pada
perbandingan kasus-kasus mengenai kebijakan pengelolaan sumberdaya ir yang
terjadi di beberapa negara.
Pendekatan hukun ini berupaya menjabarkan asas-asas moral dan keadilan
dalam kaidah-kaidah normatif. Pendekatan ini melilut bagaimarla daleun menghadapi
situasi konkrit, pedonan yaig mengatur pcngelolaan sumberdaya air h:[us diczLri drm
ditetapkan darikasus-kasus yang berlanssung melalui silogisme deduktil Melalui
silogisme deduktifini. asas-asas moral dijadikanpremis mavor sedangkan proses
induksi yang digunakan unnrk menernukan kebcoaren atedal proposisi-ptoposisi
dalam premis. hanya merupekan tambahan. Pendekatan ini dilakukan melalui
pcnclusuran kepustakaan. sedtulgkan penelitian lapanganyang dilakukan scbagai
pcndukung data kepustakaan.
Pcngunrpu )an  Ja t "  d ia r r - l i  d r r i  kcg i " t rn  mcng iJcn r i f i ka , i kan  da r
ncnginvcDtaiisasikan data. di mana kegiatan pengumpulan data dilakukan dengan
menghimpun bahan kepustakaan dan dokumen-dokumen, scdangkan bahan
kcpustakaan inidiperoleh dariS (tiga) bahanhukLrrn. yaitu bahan hukum primer
{pritldry lor utterial). baian hukum sekunder (.seconda\ Lir ]natet-tal) dan ahan
hukun temicr (re,"lrdry lav, mdteridf)Baharrnan llukun diperoleh deng:rn melalukan
penelitiiur lapanean. dinlana dala diperolch del]gtu1me]akukan wawancara dcngan
pihak-pihak yang berkompeten, yaitu lcmbaga-lembaga yang konsern tcrhadap
perlindungan lingkungan dai pengelolaan sumberdava ir- \l'i,twancara dilakukan
dengan rnenggunakan daftar pertanyaa,l yang sistcmatis dan te$truktur.
Pengolahan data dilah <en melalui proses pcmcriksaan dara (?d/irg, proses
penandaan data (coding), penyusullan atau sistematisasi deta (constructing/
silaerrdtilrg) dan terakhir proses:uralisis datadimulai dengan mendeskripsikaadata
dcngan metode yuridis kualitatif. scdangkan dala kuantitatif sebagai pcndukung data
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kLLalitatifdiupa) alia]] irgr! dafat diiirt.rprctilsikall. na]nl.in tidak tcrlcpas dari ketentLrur
hukum noonatif dan konsep-konsep hr&urn.
IV. IIASIL PENELI'I ' IAN DAN PUMI]AHASAN
l. I ' r insip-prinsip l 'engclolaan LiDgkungan dalam HubungannJ a dengrn
Ototromi Daer:rh
Sebagaimana prinsip-prinsip umrLm r.ang dihasiLkan dari Konterensi di
Stockholm pada lahun I972 dan Korl iercnsi cl i  Rio de Janeiro pada tahun 1992
timbul darirelleksi kcgalauan masyarakat inlemasional atas pcll1erosottul kualilas
lingkungan hidup. sehi|gga hanls dibenluk sLtatu slratciti peml)lutgLltan i ternasiotrll
ilgardapatmen] clarnitlklut kescimbarga:r dlut kcscrasi:m ckolo.ltis. dcmikelalgsung:ur
hidup rnanusia. Adlpun stralegi penlban!unal l  ang L1llpet cl igarisbau ahi bah* a
pcnlclolaan Iinekunlen ItidLrp berhuburulLn tlcuriu1 kebcflenjrtln_ tansgLrnc jeNeb
ncgafa dad luk asasi r.utusia.
Prinsip-prinsip ini ntcrnpcngarLrlii pclkcmbangan pcrrrikiran dar pcningkatan
pcrhatian terhadap ctrnasalahan l jn{kunra . \ 'ang scltnjutnYa bcimLtas |ada
lcrl^-ntL nva perundant-uldarean n:rsional di bid:utg iinlkunean hiclup. Pemban!tuxur
dengan konsep var:: lenta diane*ap t idal nt. inpcit in)ban{kan l inskrnlgan drn
lllemiuldang kenlsi|kftr ljngkunqarl scb.l{.r i l.iilr a r:uu hams.libar i:!r. mala did;rlam
pcrkcrnbangam) a. pcr'lirnLrangan liD!kurrrlin scialu inasuk clelaur setiap kep uluslLn
rcnclurapembalgunan.
Penilaian D. Ilcr.ce dan G. Atkinson pellu dicermali clehrn menilai konscp
lingkrr gan sebirsxiNlrna lersebut di l t t i is ! l ihubun!ken dcnran pelakseneen
pembiurr.: unan berkcL:u r jLrtlur ili Indones il I) l,citrcc dfu1 G.\lkinson dalam tulis:Lrrnr a
'.1 
,\ fut:ure oJ Srt:ratuhlt DeteLapnttnr '  nteniiai bal lr e pcrnL.lLnqunat lndorrcsie
nliNih bclum berkcliurlLrtur. I lal ini dcngan alasan balt*a dcprcsias i sumbcrdayil alilnt
Lrdoncsiabesarnyaarialehl7persendari( iDl],sedangknninvcstasinyahanyal5
pclscn. Padahal peDtban{unan itu barx diniluibcrkelorjutal L1a1amn1e ad'aatkan
sunrbcrdava alam itu nrcirlui rekavasa tck nologi d:ur seni. schilrr.rga k lau dikonsutnsi
nilai tan]bal1rrva s ntal Intutgkin dapat ditabuns rultrk iD\ cslrnen senilai l7 persen
alau lcbih. Jadijelas biJrrva kemampuan surnberdara mzLnusie untuii memberi nilai
tuftbidl sunbcrdaya pcndukurg pemballrunan rnelalui penerap:ur ilmupengelahu.tn.
tcknologi. dan scni lncnrpakan kunciapakah pembangunan yaDg dilaksanakan itu
berkelan j utixl, berkcsinlalrbutgan atau tidak.
Otto Soenrlunx)lo (1005) bcrpcndapat bah$n prinsip-p, insip lingkungan y.ing
tclah disepakati dapat menjadi keny araan. apabiia da scpcrangkal hukum ] ang
mcndukungnva- Indon.sia nusih menganut du:rlismc pembangurul n:siona.l. Pcndlpat
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ini diawali dari satu mesalah utama yaitu pej abat eksekutifdan legislatifdi pusat dan
daerah serta masyarakat mempunyai persepsi bahwa pembangunan berwawasan
lingkungan hidup lebih naial daripada pembangunan asional yang telah dan sedang
dilaksanakan. Hal ini bcrakibat tidak adanya komihnen untuk melauisanakal prograrTr
aksi Lurtuk pembangunzn berkelanjutan (Agenda 21 KTT Burni).
Hal senadayangiuga dapat dilihat dalam konsidcran Ketetapan MPRNomor
lX Tahun 2001 yang mcnyatakan bahwa pengelolaan sumberdaya agmis atau
$L'nberdaya alai,'n yang berlangsrurg selama ini telah menimbulkan penuruun kuaiit s
lingkungan, ketimpangan struktur penguasaan, pemilikan. penggunaan, dan
pcmanfaala. lya serla menimbulkan berbagai konflik. Kemudia,r disebutkan pula
bahwa peraturan pcru|rdang-undangan yang berkaitan dengan pengeloalaan
sunberdava aeraris atau slr.nberdaya al,un saling turnpang tindih dm bertcntangan.
Sonn1, Kcraf( 2005) menyebutkan ada dua penyebab kegagalan penerapan
konsep pembaoguran yang berkelanjutan. di mana salah satLt sebab dari kegagalan
nengimplcmentasikan paradigna tersebut adalah paradil]na teNebut kuang dipahami
sebagai memuat prinsip-prinsip kerj a yang menentukan dan menj irvai seluruh proses
pembangunan- Paradigma ini tidak dipahami scbagai bedtuk prinsi! pokok politik
pembangunan itu sendiri. Pada alhimya c ita-cita yang dinrju dan ingin diwlj udlan di
balik paradigla tersebut idek tercapai. Hal ir]i dikeren*an prinsip politik penbanguvur
yaDg schamsrrva metlunludpemerintall dan senrua pihak lainnya dalam rancang dan
nlengimplenntasikar pcmburgunan tidali dipatuhi dedgai kata iain ba.h$ a paradigma
pembaiguniu bcrkela,rjrrtan harus dipahami scbagai ctika politik pcrnbangrur:m, yaitr.r
scbuah komi1,'Ilen nloral tcnt|ng bagaimitna sehanrsrva pembalguran itu diorganisir
dan dilaksanakan untuk mcncapai tujuan. Dalam kaitan dengan itu, paradigma
pcmbangunan bcrkelaljutar l'rukti sebuah konscp tcntang pembaneLrnal ingkungan
hidup. Paradigma pcmbangunan berkelanjutan.iuga bukan tentang pembangunan
ekonomi. Inisebuah etika politik mengcnai pcmbangLrnan secara kcscluruhan dan
bagaima,ra pcmbar eunal itu seharusnya dijalanlian. Dalarr arti ini. selana pamdigma
penbaDgunar b.rkelanjutar tersebut tidak dipa,lumi. atrlr dipaluni secaft iuas, cita-
cjta moral l a,1g tcrkardung di dalzunnya tidak akaD ter$rjud.
Selanjutnya sebab l arg kedua. mengapa par-aCigra itu ridak bed irla,:r kiususn),a
mengapa krisis ekologi tetap s.le te{adi. karena paradiena rcrsebul kernbali
mcnegaskau ideologi u'ereloptnenruli\mc. Apal ang dicapaidi K fT Rumi sepuluh
tehur ialLr. tidal larrr adalah sebual kompromi mengLrsuLlkar cmbali pcmbangunarl
dengal fbkus utanrabetupa peftumbuhtul ekononi. Akibatnya. sclarna sclruluh tahun
temklir ini. tidak banvak pemba,hin yang dialami scmru Degur di du,,ria dalam rangka
rlengoreksi pernbangunan ekonom in! a yan! tetap saj a mengutdnalan pent unbuha,,)
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ekonomi. Hasil yang dicapai tetap saja sama. yaitu penguasaan dan eksploitasi
sumberdaya lam dengan segala dampak negatifilya bagi lingkungan hidup. baik
kcrusalian sumbei daya alam maupLu pencemamn liigkungan hidup.
Pembangunan berkelanj ntan (su s I din a b I e d er'elopn er, incrupakan suatu
pendekalan bztru berdasarkiur pertimbangan keterkail.m dankesalingtergantungzul
pembangr:nan ekonomi. pembaigluEr sosial dai iingkLrngan. Konsepsi pembengrnan
berkelanj utan bcrasal dari iLmu ekonomi yang terutama dikaitkan dengan persoalan
elisensi dau] keadilan (e4rrr',1) untr* mcnj amin keberlanj utan pembangunitn ekonorni
bagi kesejahteraan ma-syamkat. Pcngcnian dari scgi ekonomi inijuga dilatarbelakangi
oleh iknu biologi yang membalus keberlaniutan dari segi kcmampuan dan kesesuaian
(capability and suitLtbiliry) suatu lokasi denganpotensi rcgenemsi/produktivitas
lingkwrganhidupnya
Sejak tahun 1980-an agcnda politik lingl-ungan hidup mulai dipusatkan pada
paradigma pembangura.r berkelaij utan. Tenebut di dalam laporan Komisi Bnmdtland
pada tahun 1987 dan dalam 1apotun llt)rld Conission on Lntiranmental and
DeNelopmetlt (WCED) "Our Conurcn Future" dirumuskan bahrva sustainable
derelopment as developtnent hdt meet the needs of the present witholtt
comprosing lhe abilil.|, oflulure generulians la lneet theit' onn needs. Dalam hal
rni sustainahle derelopment djfiaknai sebagai pcmbangunan yang memenuhi
kebutuhan sckarang tanpa mcngurangi kemampuan generasi alian datang untuk
memenuhi kebutuhan mcrcka sendiri.
Konsep pcmbanguran asional di bidang sumberdaya lam dan lingkungan
hidup. szLai initclah mcngadopsi konsep pembangunaur berkelanjutan. Sebagairnaia
ditegaskar dalam Kctctapan MajeLis Permusya\&zLra n Rakyal (TAP MPR) Nomor
iX tahun 200I tcntang Pcmbaharuan Agraria dan Pengelolaan Sumberdaya Alam
bah* a pcngelolaan sumberdaya alam hans mcmpertimbangkaL'r aspek keadilan dan
didayaguukan untu,L sebesar.besamya kemakmutar raliyat dcngan memperhatikzul
kelestarian lungsi drm keseimbdrg.n Lingkuigar hidup. pembargunan berkelanj utall.
kepertingan ekonomi dan budaya masyaruLkat lokal serta penataan ruang.
Prinsip-prinsip tersebut dapat memberilan landasan formal di dalam
pengelolaan sumerdaya lam yang berkelanjutan. sehingga dapat ditetapkan arah
kebijakan dalam pengelolaai sumberdaya lam. Kebijakan diarahkar kepada ( 1)
pengkaj ian ulang terhadap peraturan pcrundang-undangan yiulg berkaitan dengan
pcngelolaan sumberdaya lam dalam rangka sosialisasi kebijakan antar sellor, (2)
optimalisasi pcmanfaatan berbagai sumberdaya alam meialui idcntifikasi dan
inveniarisasi kualitas sumberdaya lam sebagai poleisi pembangunan, (l) memperluas
pemberian akses informasi kcpada masyarakat mengenai potensi sumbcrdaya alarr
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di dacrahnya da.n mcndorong terwuj udnya tanggungjawab sosial unh* mcnggunakan
teknologi ramah lingkungar lemasuk teknologi tradisional. (4) nempcrlutikan sifat
dan karakteristik dari berbagai.jcnis sumberdaya lam dzur melakukan upaya-upaya
meningkatkan nilai tanbah diui prcduk sumberdaya alam tersebut, ( 5) menyclcsaikai
konllik-konllik penm,rl'aatarl sunbcrdaya alam yang timbul selama ini sekaligus dapat
mengantisipasi polcnsi konflik dimasa mendatang guna lnenj arnin tcrlaksanan,va
penegakan hulun, dcrgan berdasarkan atas prinsip-prinsip cngeloiaan sumerdaya
alam l ang berkela,rjut.ul. (6) mengllpayakan pemulihan ekosislemyang tela.h nrsak
akibat ekspLoiusi sumberdaya lam I ar, g bcrlebihan (7) men)asur strategi pemanlaatan
sumb€rda) a id:un ) :ulg d idasarkan pada optimalisasi manfaat dengan mempcrhatikai
potensi. kontribusi. kepcntingan mas] arakat dan kondisi daerah maupun nasional.
Adan\ a prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan bcrimplikasi pada
pcmbcntukan hukun nasional daLam pengelolaan sumberda!'a alam. Prinsip
ir.rrairdblc dipcrgunakan sebagai standar tingkar penggunaan atau eksploitasi
sun,bcrdal a alan tcrlcntr! dinranar,/.rtdrfl.r&1e diMikan sebagai penanl'aatan sccara
optirnalyang diciasa|kan pada sluldar yang menj amin pelestarian lingkLurgan. I lal ini
berdampirk pada luntutarl brlru pada sislemhukum srunberdayaalam nasional.
Terbentuknya sislcor hLLkun sunbcrdaya lam vang L€rkoltscp banr. nlcmiliki
barl) sli nlentmt yeng dapat dirasalial. Sepertidalam pcnrbentukm hukurrr didtctult
dimana Daud Silalahi (2(105) bcrpendapat bahrva ada beberapa h:r l  yarrq rkan
berpengifuh denuan lcml)u lukau hulum dalarn pembarguniur di dacfah. )eilLt:
a. PexglLltul |osisi decrall dalan fengelolaan sumtrerdava allul d ilnane institLlsi
i&lkap:Lsirr> lcrnb.ge didreri r dapatbcdalarl secara el'ektill LlnlLlk ilLr pcrluaJal]a
pens.nh3n!x1r in\ l i lLrsi r ang bcrhubungar dcnealt ketlampuen unluk nlcltkukan
koa.di:si iirrrr. srll(n. LrIlil cntl.aga \ iutg rncnlf un\'ali perul kooflliuirsir iutg tl.:ktil.
kc\itturrrq ) nr.ru.rlur llln nrcneoriril kcputusar dalam sistem pcnrltlilur izin keliaru-
k..rr l l i iurrr urcr.t intcntl l isesikan budara part i : ipusi clen ki irtr;rr r:rng baik.
k.p.ui i lni irrr;r \ irJl l t  l idlk bcrpihek dan menllh.rnti  konsL'1,. lrrrnbunqLlnan
berlelanjLrtu scrt! kcrmenrl)Lliul rn.nrmLrullkar perlbcntukan ilatta lingkunren.
b. larnbenlukun |cralurao dacrah dalarn pem'oangunan bcd,cl lniL(un dalant
pcngclohai sLurrltrJrrr'l alurn lirng ltrorierlasipade pcrararr pcrnenr.'kl| lcIcntinq l
di claerah el iau rrrrnrbrrrva pcnga|uh pada benluk-lrctrtr l i  l )( ' laI srr l ir  n s!: i l l (at
mcn!curb^ngkll l t  bdrtrrk orrsultasi puLrl ik
2.Pcrgelol i in Sun)h(rd:r\ lAir l \ lenurutl ,asal-33 t l I iD 19.15
PenrcloLlrJr sunthcrJrle air \ang nler_Ltpaken balirn Jrt. i  keb.r 'rrdaan
sumbcrda \ao lam.s (ca f i L l ccas l c rcan luDra l i da la l l t  Pas l  : l  i \ i l l  ( l )  l l l : l )  19 .15 .
Di*-trutkar di&r1atr pasld lcNrl)i{ belnlabuni. air ciar kckat aal alurl r iuu 1.rl,rfidLng
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di dalamnla dikuasai oleh negara dan dipergunakan scbcsar-bcsamya bagi
keurkmurar ri ivat. Scdarlgkan secala kltusus di scbutkar di dal$r IJndal)g-Undang
SumbcrdayaAir bahwa sumbcrdaya air djkelola sccara |ncnycluruh. tcrpadu dan
bcrwarvasan lingkuugiLn dcngan memperhatikan asas kelcslarian, keseimbangan.
kemanflal4n tllnunl. ketcrpad uan. keserasia,r keadilan. kc|naiclirien. tr:rlspiulnsi dan
akunlabilitas untul incwujudkan kenlanf:at ut surnbcrdaya ir ) ang berkelanjuran-
S ebagairn:ura s LLrn bc rcil) ir llarn pada rununnla. surlbcrdayaair meruloiianmodal
dasarpembangtLnan llsiorui- ScbaeaimocLLI d:rs.rr pcutlrangutiut- Irutgsi sosiai. l_ungsi
ling.L_ungan hidup dan irurgsicktnomi dari sumbcrdela ir hiuls Jupxt ber ]clan secara
.{ j-u 35 ar'rr f\r m,,r.l.-J lJ n r.. J d.rpJl o<rkLldrjur.n
Pembangunen bclkeLaquran pada dar:arn\ a mcrupaken sLlatu stralcFi
pcmbanglxi:rll J u'lg nler rli-..ril,ftr sclnaca.Dr aDlbang i-.at:rs 1lirn jl I lrda I:r j Ll I -..r nrnieaE'l
ekosistenl al niah scrl l  sumbarda\ a alam -\ 'an! ada di drl iul]u)i l .  I)! 'nlbangunan
berkeliurjut!'t )'riig bcil,'arrasan Lhgkurg:m hidup nicr upallut sali l salr! liuglah ) i g
diambil dalam lrpalu mcnda)agunakan sumLrcrdara lam untuk mclna.jukan
keselahtcraan uurunr scpcrli yang diannratkan dalun I il JD lr)-15 dlur unlrk nlcncapai
kebahagia.rr hidup bcr dasalkar Pancasila.
Berdasarkal kctcntuan Pasal 33 alat (3) ULJD t9.:f5 dinyxtrkan bahwe
pengelolaar sunrhrdarxi tun nloliputi bumi. air dan keka,-aan alarn yintg terkiutdLng
di dalanuya dan rlcngen [Jndeng-l- ndang \ontor 5 Tah !Ll1 ] 960 dip.flLres daneatl
unsua ruang angkasa. Dinrena pcneelolaann\ a disclcnggeleken clcncan azls
iansgllndrwab nc1]iLfu. azrs kcbcrlanjutanriar itTrls n1anlie1 ., erlr benLrjLLan iuttuk
n r qjurllar pcnrblurgunui be|kc l:r,r juun r anq |rcnr a* asan li tkrur.lal) hiLlup rialut
rancka penrbalr!unaD menusie Irrdonesia selunrhrtr a r ang ircrintert r leD 1-.cnaq$ a
kepada Tuh:n Yuu \'lehe Lsa.
Pcnu!Lrdarr pcnrl)xn{Llnarl \  aug trer*anasan l ia! l iLri ! i l l r .  tc tb!r!!Lhkan
taig-{rmc ja\\'ab ncgiu-,r di Llal:ur 1-_rgelolaan lirgkrmlai I lr.r\ r nicnlrtlru tLut trenlrms
sumbcrda)a irini- llipcrlukan Javu pemikiran brlt\\ r nllala ntcutiiiki kcrlenuu r
alaukekuasa r urluli nrclrr Ulur. menlurrus drn melne]il1i]Ir fL-nwt laatiur sc lL ruh [x)te nsi
sunberdaYa lar scclur umruD. srunbcrdaya air secam khusus yanll belirda dirviial ah
kelr r.rsl l  r  rrcgaru se. r,r:r irrtenr.
PasalSlayal( l)t l lJI) l9,15sec:uategasrncnyatakanbah\\,rburDidaltairdarl
kekayaurn alanr yarg tcrkudung di dalannl'a dikLnsai oleh ncgara da]r dig:rgunakar
scbesiu-bcsam) a kcrnakmuran rakyat. Secara etimologis. "dikuaseioleh negara'_
(kalimat pu-sif) dapat dirulikur Jengaurkalinat aklifballrra'hcrriua rncnguiNei '. Kata
''mcnguasai" ialal bcrku $ alas (scsuatu). memegaig kckuasiu rates (sesuatuJ. ika
dihubungka,r dcngan hal penguasaan nesara!erliadap objek-objck fcngltilsaarn) a.
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pcngertian hak nenurut Apcldoom yaitu sr.utu kckuasaan (ndcrl) yang teratur oleh
hutrun yang berdasarkan kes:usllam (zadeliikhe id, rroraal)- Tetapi kekuasaan scmata-
mata bukanlah hak. llanya kekuasaanyang dibenarkan oleh hukum lhet recht in
ziitt-rercorktvende ge.Lrdrle) saja yang dijadikan dasar bagi adanya hak untrk
mengatur oleh ncga ra.
PengerliaD "dikua-sai oleh negaF'sebagainunadinyatakar dalarn Pasal33 UlD
I 945 tcrsebut dapat dilihat dari pcmyataan-pcmyata.,rn para pendiri negara yang terliirat
dalam penyusunan teks LIUD I945. Prol. Dr Vr. Soepomo, dalam salah satu bukun] a
memberi pengerli:ur "dikuasai" sebagai berikut: " . . . .. temasuk pengeftian mcngatur
dau/atau lnen)elenggankiu terutama untuk mernpe$aiki dan mempertimbangkan
produksi . . . . .".  Selanjutnya Dr. Moiramrnad Hafta. menyalatr ian: "-.. . .  Pemenrtah
n1€mbangundari atas, melaksalak:rn yeurg besar-besztr sepefli merrrbangun tenaga
listrik. persediaanair minunr. rnenyelenggarakan bcrbagai macal produksi yang
nrcnguasai hajat hidup orang b:r,r1ak. Apayang disclrut daLzul bahasa Inggris'pa61ic
zdllicr'' liusalr.dian oleh Pemerintah. Milik pcrurfaan besar tersebut sebaik-bailnya
ditargan Pemerintah . . ..-"
Keberadaan surnberdal a air dalam hubunga lya dengan hak negara dalam
menguasai sun]berdaya fudiatur dalam duaketentuan. ditegaskan bahu,a negara
bcrhak mcnguasai surnbcrdaya ir diatur dalan Pasal 3 3 ayat (3 ) LILID 19-15 dan
Pasal 5 Undang-unclzurg Surnberdaya Air. scbagai bcrikut:
Pasal33 ayat(3) UUD 19,15 menyat:rkzur bahrva "burni dan airdankekayaan
alam yang terkandung di dalamrla dikuasai oleh negara dan dipcrgunakan untuk
sebesar-besar kemakmuran mk)at." Dan Pasal 6 l-rndang-undang SumberdayaAir
n]enyatakai bahwa "srurberdaya ir dikuasai oleh neg:Lra cl:ur dipcrgunaLan sebesar-
besar kemakmuran rakyat-"
Penguasaan eg a alas sLunberdaya air initid:* diartiken samadenlanasas
drr?ei? yang b€rarti pemilikan. nanrun kervenangan tcrscbuf dipergLtnakan untuk
mcngatur pcngclolaan dan pemanl'aatan sumbe[daya ir uiluk sebesar-bcsamva
kemaknuran rakyat. Sebagaimana diketahui bahu.a hak peneuasaan egara atas
sumbeldaya alam temasuk di dalamnya sumbcrdaya air, hukanlah hak milik
(?rgcrdorr) sepe i di dalam bid.urg perdata. melair (an berada dalam lingkup hulum
publrk (pub lie kre c ht e li7 k). Di Indoiesiajuga dikcnal asas rlorrein yang diartikan
s I ad I s do me i n y ang i\ga befiifat pu b I i e h'e c ht e I i k.
Dalan hubungarnya dengall peluuasaan negara alas sumber del a alam termasuk
di dalamnya sumbcrdaya ir, akan berlandaskan padir atur.an hukum dalam upaya
mcwujudkan kesejahteraan rakyat. untuk itu terbeituknya llndang-undang
Kebijakan Pcnseloldan Srmbe @d Ai datatn lLnqe lnha ittdryauks. dkk ) l0l
SurberdayaAir berupaya mcnjcmbatani hrbagai piluk yang berkcpultirlg:n terbadap
pcngelolaan dan atau pemanfaatan sun'ibcrdtva air.
\4erduk kepada Keputusan Seminar i)cniabaran Pasal i  l- iUD 1945.1;urg
disctujuiolehDr Molurnniad Hafta- dalur \4ajali r Gcma Angkltiur.15 lerbilan rahl!1
I977 ] ang antara lain Inen] atakan bah\\'a "kcka1aan bumi- air. udara dan yaog
tcrkandung di dalarnl1ya dikuasai oleh negara dan demikian pul.r cabang-cabang
prodLLlsi yang menguavi luj at hidup crlyat bruryal IL1nLS dikuasai mutlak oleh negara".
Dcngan demikianjelaslalr sumberdaya air scbagai caba.rg produlsi 1^-nting bagi ncgara
dan tuenguzisai haj al hid up orang bany ak harus d ikuasai oleh negiu a. butan dikuasai
oleh perseorangan dao/alau badanhukum atau bahkan dikuasaiolch perseomngan
dan/atau badaa hukun ising.
Tidakada salahnla mcngenai nlngsi negara tersebut dibx\!: f i  inidiungkap
kemb:rli. walaupun pada brgiai terda-hulu tcldr diball:ts ecam sepintls dalam kontcks
yalg berbeda. Dalarn hubungamya dengan hak penguasaan ocgara terhadap
sunrbcrdayaair scbacaisalah satu seklor dalur bidang ckononri nurka secalateoritis
Irricdrnaln cnpcmulialan cInpat firngsi uel]ar! dalam l'ridarg ckonomi:
a. [uresineeara scbagaiTzT ; r'rzler qtnj:ulin) ilimana ncsara bcnenlrgungia\\ab dan
nrcnj:rmin sLLatu sriutdar n1inimum kehidLlpan sccara kcsclurLrhan sertabentuk-
bcntukjamiftur sosial Lailn1ya
b. I ungsi legara se begai ,-r,gul.rtor- (pcn{a1Lrr) dinlixra negarc rncnt iliki kckuasi:uur
Lultlk mengalul nlcnlpakar]yang daprr di!!Lriudk1ll deigan fcmlruiur pcrundutg-
rrndangan dan kebi.jaksara.en
c. l iurgsinegara 5chkLr rrar-cTrrr,rrerrr (rnelalukell  usalta ekon(Ini) dimana dalam
hrLe ini netara LirpiLL r n.l r lalar.Ji arl sckrln r.t l.ntit daian biJ.!l! .konoDii melalLti
budun osalu miliL ncgu.a drn rncncipnl,rut kc'citrlrrngor Jrn liiJup tcrdanpingur
xntara peri sckt(x s!\rsla dan scktor pLrhl lk.
d. lungsi ncgare scbagir irr/qri le (wasil .  fcogrwes) dimana negafe dituntut unluk
nlcrumuskan slalr( lur -standar )ang adil  mcngcnai kinerir schtor-sektor yan!
b€rbeda dalam bidiurg ckononi- dii:urlluiur\ l1rltcnecnai pcnrs:rJra;r:r negara. funesi
ini sangat sul i l  kafcna di satu pihak ncgxra rreLaiui pcrusrhlrn neeara selaku
P.neu-saha lelrpi ,l ilain pillali ditentukar ultuk rncniiai secitiL ud il kincrlanl a scndiri
dibendine scktor s$asta) ar:U laiinya.
3. I 'engelolaan Dacr:rh Aliran Sungai(l)AS) dalam Otononri Daerah
Batas daerah okmom (kabupatcr/kota/f ropinsi) secara Lrl1lrun paradoksial
dcnga[ batas DAS. Suatu DAS dibatasi olch topografi alami berupa pullggung-
puuggL$gbuki/guirurg. dirlana persipitasil argjatuh diatasnva nrengalir nelalui titil
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keluar tertentu (o?11cr) yang akllirnya bcrmuara ke danau atau laut. Wilayal DAS
terdid darikomponcn sunlbcrdaya biotik. abiotik dan linglluigan lainnyayang saling
berinteraksimclnbcntLk c osistcm. Megasistem DAS sebagai unit pcngelol n SDA
terdiri darisisren rrta:na. varitrL sistcn llsik. sistem biolo-qis- diur sistcrlr manlLsia, scrta
komponen-komponcn dalan sistem dar subsistcnl] ang salll1g bcri le[ksi.
\Vila) ah DAS rncnjidi inlcgrator bcmgam interaksi konrponen ekosistem.
sehingga batas IJAS s.ring diiadikur patokan batas ekologis. Balas ck(jlogis lncnjadi
penting dalaxi fcnlbeugunxu berkeienjutan vang menjamill kescirnbangsn lungsi
ekologis diirekoironli Aliran sunr:air ang umumnl aberadaditengah \\ilayrl DAS
seiDg diladikirjr nrte! Lrrlur d:ri haias adminisEasi daerdt o(nion1. Olch karcna itu.
batas D.{. 's brfsi lat lrnlas lokaL nrcLampaui batas-iratas kckuasaaD poli t is dan
admiliisrrasj. sciiil-r!lt nlasalah l)AS n]eln angkut bebcrapa kabupalell dal: n satu
atau leblhpropinsi.
Propin,.i -el]yung tcrdiri Kabupatcn Lampung L tam. KabLlpalcn Lanlpung
Selatan. Kabupatcn l-anrpung Tengah. Kabupatet Lanpung Barat. Kabupaten
Lampung Tinur. Kabupatcn 1'ulurg Barvarg, Kabupaten TaDgganus- Kabupaten Way
Kanan. Kola \4ctro dan l(ola BaDdar Lalrrpurlg, dinana sepcrtiga wilayahnya
mcrupakan ka*asan hulan de[gan beberapa sungaiyang cukup bcsiu. juga mcmiliki
wilayah pesisirdan laut yaDg cLLkup luas.
Bcbcrapa Peraturan Dacrah (Pcrda) yang befhubungan dcngan surnberdaya
air tellLh ditctapkan. Adapun sccara kcscluruhanperda l urg acia di ltberapa propinsi,
kabupaten dan kota ) eng bcrhubLrngan dengan sumbcrdar a air- ditampilk:n pada
Tabel L
Berdasarkan tabcl I tersebut. mcnunjuklia,lt bahu a ptrda tcr:cbutbc[ul dapat
mencenninlan baraiman pcnitci()la;tn surnberde\ a air rli $ilar alt propinsirkbupatcnl
kou- sebaeaimarn Jidtskripsikan rii barvali rru:
Kota Ilend:.r Laltlruuc scbalaiibu kotapropirlsi. clldaptt faso l,an sumber
aif minum ] airs dikrlolr ol.h l'l)Al\' \Va), Rilau ciari Sungai \\il1 S inrpaDg Karun.
\\hl Simpang Kirida \\'a) Bctung ) ang hulunva ircrada di kr!!asan hLrtiur lindLurg
Iiegistcf 19 Gunu g Bcturg. Scdai!*ta hutmg lindung Regisler l9 (iunurg Beturg
berada di wilavah Kabupatcu ltutgg&rlus. Pennasalaltar l tutgkcmutliur tcfadiarlrl r
rcgulasiyang bcrkaitar dcngarl peogelolaanDAS di\rilayall kabupaten lersebut belum
dapat dilaksiuukan scczu atcpat. Hel ilibcrukbat hutar lindLLng llcgistcr l9 (iunuU
Betuna mcngalami kcrusakan. ReguLasiyang berkailurdengan scnlprdell blrrlgunan
DAS y'r::g riiatlrdaLlrrr l)craturan Daerahtcntang lzin \lcndifikall ilencunan dan
Kebidkan PenEeloluai Sunherdutll .1it ddlatn llinqe )nna ltdtItunns. dkk ) t03
9 t,b ].rr-agri!-a
1O 8eb W.r  l zna . ]
K.4a Brd3r Paagancatar Drntak LitgkLnOan
Dae.ah Prcpn3iL2npu,9
Petca ^Ja 5 T.hun 2aO1 b./'hg Per,alaar Rlar,g
Wtayah P@pnst lahplhg
P..dz Ato 9 T.hlh 2Oa1 b.t.hg Eatnblst lzia
Us.ha P.at.hah d.lah ||it y.h Kot. E.hd.t L.hplnQ
tj.tda AJo ? aahLr 1999 tellt-g E.t^ a..ai'..lal
An  Ba* i h  Tanah  Dah  a i  P .hnkaah
Pe.dE Na a TahuD 2Ao1 b'tang Eeh.l.a, Puang
tt'\Ltatah r. bljtateh L.np!.9 Uta.a
PF.cr Na 6 ;-air Lr 2OAa Ghlr n5 F.'3. l.!tr.n Ai
Pr.i. )\k! :) i.htl 1919 tentrag PF.zi,a.
P.hga*rt.h .-ria pehgahttlah Ar 4.||.h Taiah
P.rda No PEda Na 1A Tahlh 2Aal bhtahq
PehseLlaah 5lnrbEdaya Alan fth LFtukLhgan
.c /d r  t o  . J  i r r - '  )OAa  : . a : .  I  o ra t  Pe - , . t  t " t l t .
A r  E .wan  i aa r  i  i an  Ak  F .D tL \ . ah
Pp tda  ^ t . 3  fEhDh  2oa2  Ex tEns  Ra tab l t as r  Pe3E t ,
Prhtzt Ea laLl A3br. Wtkyah kah -at!,p!,g Tmll
b ,  \ r r  9  - _ - , t  ) - ,  c , - 9 .  !  , . .
Dah .  p .ae . ' yasn  Fe , c .n .E .  l i n t *h  hd t . t . i
Tapl4ka X2t\ Tutang E.tv ahe
Fp.la ^!o 11 frt'n 2aA4lphb\a l:i FehaefJa.zn dan
Fe"gamt\lan Atr B.||.h T.aah zer'a MataA{
Pt.Ct )\h ,12 f.hL. 2AO4 br!.ip P.xeEndara,
o . r  F . " , r ,  - ,  t d , a d t J t  . , . . u d , , .  1 l ; , r a E r
(3 t ! p r J ; r  ! i r e r r ,  n , ! r r l  r ,  , - r , ,  oJ ,g  l bn9
€ j f r . a  r - r  : a  13 tD t  ' . 11  rF r r r na  - - r i r t
Pph-a3*r,\t." .E. P.tn.ala3t.h A, !3'"an fs*A !.tl
Pe.ca t\to 6 rahtn 2AAl tantuh9 Pa,rt P.nanrratan
AFBaw.h Uahah dah An P.tn!1lr.rl
gunte. Ori! Orrri.ir o€fr n€si Penettbn, 2CD7
licfaturan Daerah t.n1!rng Pemanlhatan darr Perlindungan lcreng bLlkit perlu dikaji
ulang.
KabupateD Lamfung [-it:Lra. regulasiyang berkaitzur dengan sumberdaya ir
bclummembe kan pellgah[an mengenai pcrlindungan hulan rliclaerah ulu sungai
\!a) Rarem. Sed.lngkan pada saat ini bcnduDgan Wa] Rarcn sendiri mengalami
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sedimentasi ) ang cukup tinggi akibat pctrggundulan hutan di daerah hulu da!
penantaalan lahan DAS \[hy Rarem. Padiilal bendungai \\a! llarem merupalan
suurbcr tu r irigasi KabrLpatcn Lamprmg Utara. Kabupaten Way Ktumr- dan Kabupatcn
li ixlg []au,ang.
Kebupalen Lau )pung I engal! regulasi yang be luburgur dcngan sumberdaya
air hturva mensatur n l. geruLi pngambilai air baw ah tarah d.rn b:rhur galian goLongrur
a i l']e rda \omor I lalrun 1999 lentang PaliLli l'engambiLan l3:Lh:ur Galiai GoLorgur
C ilen l)crdiNonorI i?lhun 1999 tentxrg |crizlnai Pengcbori$ scrta Pengambil l
Au lJ!wah'ieiah). rillllun lidak ditelnukun pengaturan sccara khusus tentang
pcnrtclolaan sunrai rlan pembua:rgan linrbah crir yiulg selaLll mcnimbulka,]1 mlsxl: l
iin3.iiLurgur Ji ci:icrCr tcncl)uL diurkaoupatcn se[itunl a l alg dilduialinn srurgailang
senrir lJ.n!:r: .Lr::r Mn)] lcblh mcneklLnkrI pada aspek pcntul l lr i tan rctr ibLr-( i
d:trr.lrJLng^.n de:rgrL:rs|.1 p.f]lr_rnuDgar dixr peLes;arian Iir]gkungur.
Kebrrp:ien Lrnuunr I)ffaL !elahadu Iclrturandacl'ah nrcng!'nai Pengel(taiul
Su rlhordr) li\h]ll dari I ingkLLngal(Perda Nonror l8 Tahur 200,1lcntalg PerUelol&ur
S LurLItr dlyirAlarn dur Lingkuurgar'r). NzulLur I urg nusih pcrlu diill Lu adalah kerjasar ra
pcrrttlrriaarr lrutan sebitlati culcJnne t arcu \ungai-sungai besrr )ang mellgaLir lc
rf,Li i : inrl t f  (sursti \ \  in I lesai diKabupalen \\a) Kana!- suug.ri  \ \ 'a) Sepulih d:Ln
surgri\\ il! PcnlLLhuu diKabupareli LuIpulrgT.ngalt dali L:urrt)Lurg Timur).
Kebupaten [-arrpung linlur. rcgulasi]iurg 1clah ditctepku adaldr PerdaNonror'
,1 l ahLur 2000 tentang l)ajak Pemantaatan Air Bawah I a|ah dru Air Permukaal.
Pcrda Nornor 5 Talun 2 000 lcntang Paj at l)cngiunbilaur dan Pcngc ltrlaan Balran ( ialiar
Golongan C. Perda Nomor 3 Tdhun 2002 tentang Rehabil i tasi pcsisir,  Pantai dan
l-aut l)alun \\ilal ai Kabupetcn Lampunr'l inlur. Secera LLlrum rcgulasi inicukup
ncnrbclikilrl lald:sm fcn!rluflr! penecloleiur * iLai airpcsisir. pcmi,nllaran air ba\rall
lanair. l leugarnbilan dal fengolahan bah:rn rtai ian golonga ( ' .  Nanlundenrikian.
nrcngingrt lingkat k.'r!rsxl&r hutan. bail hutiulg liDduig nuupru) hlLta[ konsen asi di
,jrerrl) itu .uk-up linggi. r nxka fcgulasi dacrah di bidang kchutarur surgat dipcrluliiur.
karcna iral ini berhubung$ dengan peng:urmllur daerah DAS di kebLrpalen tcrscbui.
KcbupalenTuiiurg l:la\r'ang. sebagaiu iLrl ahhilirI arg nrcrup:Lkar muara dari
b€l^..r:Llr:t sungai. lentuJi\ r folcnsi pencenrixilr uLr .ii iaerair ini s. nurlir Lresar. schingga
rcrlrhsi nrcr1.cn5i pengenclaLian pcncemaan air sirtigat penling. I Ll lDendasar yalrg
bclLrur dielur adalah pcngclolaan dall perlirldunger) daerail Iesisir. lrrutatua huliur
araxgr or-e yang bcrfungsiscbagai grecr lr,/t 
-v' arg kcrusakonr 11a scrlakinparah-
Kabupaten Tanggamus, regulasiyang mengatur tcnteng sLrmbcrdaya lam
berhubunnlur dengan pcrda tentang retribusi penggunaaJl tiurah. rencena tata ruang
*ilal ah dan pembentukar badan usaha lilik daerah. Scdangkan aspck penting yang
Kthttakan ?eng.loldak Sunhedqr'a Ar dalan (l.i,Ue Ania Murpdung, dk*. ) l0S
belum diatur adalahyang berkenaan dengan perlindungan danpengelolaan hutan.
Perlu ada kerj ilsama :mtra kabupaten ini dengar Kota Bandar Lamprmg. Kota Metro,
Kabupaten Lampung Tengah dal1 Kabupaten Lampung Selatan, mcnginget srngai
Way Sekampung yang melintasi kabupatcdkota tcrsebut. Sedangkan pengaturan
pengelolaan wila,vah pesisir. mengingat kabup:ilen ini memiliK garis pantai separlj ang
140 kilometer dengal1 kondisi tenimbu krrang yang frengalami kcrusakan alibat
pola pcnangkapan ikal dcngar mcnggunakan bahan peledak- lrrar.l d:ur penambamga,r
batu apung olch masyarakat. S edangkur d i Kabupaten \V:Ll Kanan dan Kola Metrc.
regulasi yzurg tclah ditctapkan hanl'a ltlhubungan dengim retribusi.
Dari deskripsi di atas dapai diganbarkan bah\a'a pcngaturan dan pengelol:Lan
DAS semalinkompleks dan berpotensi meninbulkan konJlik antar daerah otonom
apabilatidak dipahami dengan menyeluruh- Oleh karena itu. diperlukan strategi
pengelolaarr DAS dalam kontcks oionomidacrah unluk menghindari konllik dan
dcgradasi sunberda;va alam dan lingkrurgar-r.
Pada umuur,va. konflik y:ug dapat e{ adi di daeralr dalam hubungamrl a dcngan
pengelolaair surnberdaya ir adalah konllik liitas regional dalan pengelolaan DAS.
Airyarg dibutuhkan untuk beEgam keperluan masyarakat di setiap daerah yang
bcrgerak secara ala,'ni dai satu lokasi dan satu u'ilayah kc lokasi lang 1ain.
pcnggunaannya dipengafuhi dengan adanya ketcrsediaan air dalam kuantitas.
kualitasnya dan distdbusi air diseparjang aliran DAS. Kompeiisi penggunaan DAS
senukirl mencolok dc gan scrDalin terbatasnya ir. sed:r,rgkan perminlazr,r air meningkat
sejalandengan rcningkatnya jumlahpenduduk. pcndapatan dan perkembangan
kegiatan pcmbanguuu yang mcmerLulian air Scbalikn-va suplai air cendenurg menurun
sebagai akibat tcriadil]a degradasi lingkungan yarg mcngg;urggu berjal:rnnya proses
hidrologi.
Masalah pengelolaai DAS dalam hubunganoya dengan otonomi dacrall tidak
dapat diletaklan dalam perspektifperbedaan aitarabatas ekologis DAS dengan
batas administrasi daerah otonom secara kaku. namun DAS d ipandang sebagai suatu
kesatuan blo-legron dantcrdiri dari beberapa daerah otonom yurg secaraekologis
darr ekonomis berkaita, - Sedangkan r.r'ilayah DAS sebagai br'.o-r egion harus dip:rhami
secara holistik dan komprchensif. dimana DAS sebagai 6ro region berkaitan dcngan
adanya komponen dalam DAS secan spasial (ruang). fingsional dan temporal (waktu).
Sedangkan adanya perubahan salah satu dari bagian ini akal nT empengaruhi bagian
lainrya yang berdampak pada kaw:rsan itu sendiri dar di luar karvasan. Sebagaimana
dapat diberikan contoh mengcnai rusaknya hutan di bagian hulu zkan menimbulkan
banj ir, erosi, sedimentasi dan penurunan kualitas air di bagian hilimya.
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frcderik (1996) mcntebLrtkan bahra akarkonflik sLrmberriava airdalam DAS
menyanskul masalah lcn{ejolaan diul alokasi ranp clisirn dern adjl k,,lttitcth |c). Ha1
terscbLrl nlel iputi  kcregeman (rarial) i l i t ies) dau keticlakfastix, l  fasokan air.
kelersturLlur!tu1diant;x? pemiLLaiair nluringkattl a kclengkaan dar triay l fengadartr
ai.Apal)ili! Grr dipcrg unirLil,'r ljnlas !\'ile\ ah.llambaliur ntuli meIlcnpli ncngeloiliur
suDrbcrda\  air ) anq cl lsicn. e4rl ir . / i1r, dan pengeloIlan bebas konll i l  semakin
bcsar.f)lliul mengurangi konflikyarrg dapat erjadi. perlu dibaneuu kesepaha,'nan
antar dacul otonom dalan pcngelolaai I )AS. Masing-ntasiig dacr:rh pcd u menulltut I i
mekanisrrlc hidrolocis vang berjabn seclra alarni daLarn peneeuraar suntl^-rdaya ir
Iintas rcg ion11. BagainrarapLurj gl alitir itas pembangulur 1 ang dilaliul;m sepanj ang
DAS sclelLr bcrkait. schinggauntuk mcnghindari konllik dalam pernl&tlbaran DAS
perlu dilrmgun kesepakalzur artar dacruh otonom. AdalLur da-sar kescpalatan terselrul
adalah kornilnen bcrsama untuk mcmbangun sislclr) peigelolaan DAS yaug
berkclanjutan vang bcrdasarkai sctiap strategi pada upaya unluk mencapai
keseimb:rman dan kescrasian antan ekonomi. ekologis. daa sosial .ruda1.a.
Kcsepalatan1.alrg dibentuk lebih kullh dengan dibargLr.rya sistcm legislasi.
Legisla-si dalam pengelolaar DAS sebagai salah si!tu l,lcntrk lcgis]asi linSkurgan harus
dapat ditcrapkii dai dip t.mi oleh publik dengan baik. I)alarn hal ini produk legisla:ji
d ipcrcurlxkrl LL,.ltuli mcndLrliune peli*sa,ra:rn kebijaliur pengelo Iaar] DA S.
Selain i iu petuualan insti tusi r lau kelembagaan dalalt pcngclolaan DAS
dibutuhkan pula untuk rnencapai tlriuan-luiuan pcngclolaan DAS. Kondisi iDstitusi
yang kurl medadiprasyarat penyclcnggaraan pengclola:ur DAS l arg baik.
Kulodilurdjo (2 000) menvebu*:ur scbasaimala dikctahui bahwa instiftrsi atau
kelenlLr.rgaax nlerupakan sLtatu sistcnt vans konulcks. nrnit dan ebstrak yang
mcncJkuf ideologi. hllkun1. adat istiadrl. itural] dan kel)iesaentang tidak terlepas
dari iin{kr rn[an. lnsiitusi nlcngatur apa ya]lg dilarang dikcrjakzu oleh individu alau
kondisi bagaim;r,'ra indi! idLl dapat mcngcrjaliai sesualu. I)cngiur denikilur pen,ujudiul
ilstitusinrasr u:lat dap:rt diidentifikasikn meLrlui silirt-siitLl kcpenilil,&r srrn&rdav&
balas-bilter kailcnailan ntasr ara.liai daliun mcmanliLaLlel surnberLlay e. Sedangkut
insta,rsi pcincrintal mcnjadi institusi lonnal yang urcnjadi acen pcntLlurgunan dat
bcryeran scntrd daliun rnenentukan pcrubahan-perubaltlur yatrg diinginkiur. Namun
l aig scnng mcnjadi kenditlardalah intiutsipcmerinlrh \.ung teriibat dalatl pcngclolaan
Dr\S diindoncsiacukup ltragam. Hal ini menjadi ktrclirir dalur ma::LliLh koordinasi
program. Dirn:r,ra program \ ans sanla atalL hampir sar ra diLrs uikan ,._.lch insuuxi varg
u(rbcci:r. I)cngan adall a duplikr,si ptouar ini alcur rncr rl eblrbkn dis,:lisict)si progarl
scrta kctiLlxkielas:u renlta|g ke\renal1gar] pcllgelolaell I)AS di lap.rrlgi'ul. Kenyataall
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ini memurjuka-n bahwa pengeloladr DAS di Indonesia bclu'n menerapkao prinsip on e
pl an s tar te gt der'gar.bak
zl. Kewenangan Pcmerintah Pusat dan Daerah atas P€ng€lolaan
SumberdayaAir
Dalam perkembangannya, rvewenang pemedntah (pusat ataupun daerah)
dipengaruhi oleh karakteristik tugas yang dibebankan kepadanya. Tugas pemerintah
adalah mengikuti tugas negara sebagai organisasi kekuasaan. Mac Iver (dalan.Ateng
Syaliuddfl 1998) mengemulakantigatugaspemerintahdenganmenggo]otgkartya
menjadr cultulefrnction, general welfarefunctio daneco omic controlJunction.
Dimana dalam rangka penyeicnggaraan otonomi daerah. hubungallnl a ke\lenangan
zurtara pusat dan daerah yang bertalian dengan cara pembagian urusan pcmerintahan
pusat dan daerah beftalian dengan prinsip dasar yang harus ditaati.
Seczra umu,'n ada du.a pola dalam metumuskan peraturan penmdang-undaigai
terkait dengan pcmbagian tugas pemeiirltahdr|,(.intergorerntnental task sharing).
yaitu pola otonomi luas (general competence) dan otonomi terbalas (ultravires).
Dimana pola otonomi luas dirumuskan urusan-uruvn yang dilakukan olch pemerintah
pusat bcrsifat limitatifdan sisanya menjadi ke\ 'enangan pemerintah dacralr. Sedangkan
dalan otonomi terbatas, urusar-urlrsan daerah yzLng ditentukan secara limitatifdaul
sisanya menjadi kewenangan pusat.
Pada pengelolaan sumbcrdaya air dapat dilihat bahwa wewenang dan
tanggungjawab pemerintah pusat meliputi pcnetapan kebijakan nasional sumbedaya
air Pada tataran lokal, wewenang terscbut meliputi menetapkan pola dan rencana
pengelolazln sumberdaya ir pada rvilayahsutgai lintasprovinsi. Sedatgkan dalam
menjaga hubungan dcngan negara lain. tetap dikelola mengenai kebendaan wilayah
sungai lintas negaft dan wilayah sungai stmtegis nasional. Penerintah bel1\ enajig dalam
nenjaga kawasan lindune. adapun wewenang pemerintah neliputi penetapall dan
pengelolaan kawasan lindung sumberdaya ir pada wiiayah sungai lintas provinsi,
wilayah sungai linlas negara dan u'ilayah sungai strategis nasional, mengatur.
menelapkan dan memberi izin atas penyediaan. peruntukan, penggunaan dan
pengusahaan sunberdaya air pada wilayah sungai lintas negara dan wilayah sungai
strategis nasional. Pemerintahjuga berwenang untuk membentuk dewan sumberdaya
air na,sional dan dewan sunberdaya ai wilayah sungai lintas negam dan wilaya-h sungai
strategis nasional.
Era otonomi daerah sering terj adi konflik kepentingan. untuk itu pemeintal
berwenang sebagai fasilitator penyelesaian sengketa antar-provinsi dalarn pengelolur--
sumberdaya air. menetapkan norma, standar, kriteria. dan pedoman pengelolaan
sumberdaya ir, menjaga efektivitas. efisiensi, kualitas. dan ketertiban pelaksanaan
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pengelolaan sumberdaya air pada wilayah surgai lintas provinsi. *'ilayah sungai Lintas
negara dan wilayah sungai strategis iasional. dan memberikan bantuan teknis dalarn
pengelolaan sumberdaya air kepada pemerintah provi$i dan pemerintah kabupaten/
kota- Weu,enanS dan tanggungjawab ini seladutnyadapat diselenggarakan oleh
pemerintahdaerah sesuai denganperaturan pcnrndang-undangan.
Apabila pcmerintah daerah belum dapat melaksanakarl sebagian
wewenangnva. maka pemerintah da€rah dapat menyerabkan \.vewenang tersebut
kcpada pemerintah di atasnya sesuai dcngan peraturan perundang-undangan.
Pelaksanaan sebagian wewenaig pengelolaan sunberdaya air oleh pemerintah daemh
wajib diambil oleh pemerintah di atasnya dalam hal pemerintah daerah tidak
melaksanakan sebagian wewenang pengelolaan sumberdaya air sehingga
membalu],alian keperltingan urnrml dan atau adanya sengketa antar proviisi atau antar
kabupaten kota yang dapat diselesaikan melalui mediasi, peringatan. fasilitas dan atau
pengambilalihankewenangan. Yangdimaksud denganmembahayakan kepentingan
umun dapat dimisa.lkan dengan tidak terurusnya kawasan lindung sunber air terutana
pada daerah hulu surnber air, tingkat pencemaran yang terus meningkat di sumber air,
galiar golongan c di sungai yang tidak terkendali sehingga mengancam kenrsakan
pada pondasijembatat.lanmggul sungai atau bangunan prasara.rra umum lainnya di
sumber air atau tanah longsor yang diperkirakan dapat mengancam aktivitas
pcrekonomian masyaralat secara luas.
Wewenangpemerintahprovirai meliputi menetapkankebijakanpengelolaar
sumberdaya ir di wilayahnya berdasarkan kebijakan nasional surnberdaya air dengan
memperhatikan kepentingal provinsi sekitamya- Dalam upaya menetapkan pola
pengelolaan sumberdaya ir pada wilayah sungai linus kabupaten&ota dan menetapkan
rencana pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai lintas kabupaten&ota,
pemelintah provinsi pe.lu memperhatikan kcpentingan provinsi sekitanya. Dalam
pengelolaan kawasan lindung. kewenangan te$ebut mengenai penetapan dan
pengelolaan kau'asan lindung surnberdaya air pada wilayah sungai lintas kabupater/
kota.
Wewenang pemerintah provinsi dalarn melaksa,lakai pengelolaan sumberdaya
af pada wilayah $mgai lintas kabupaten/kota. perlu dipcrhatika,r kepentingan provinsi
sekltamya. mengafur. menetapkan dan memberi izin atas penyediaan, perunfukan,
penggunaan dan penguasaan sumberdaya air pada wilayah sungai lintas kabupaten/
kota, meDgatur, menetapkan dan memberi rekomendasi tekis atas penyediaan,
penSambilan, penxttr*arl penggunaan dan pengusahzun air tana.h pada cekungan air
tanah lintas kabupaten/kota. Sebagaimana yang dilakukan oleh pemerintah (pusat).
pemerintah prcvinsi benvenang membentuk dervan sunberdaya air atau dengan nana
Kebijakan Pckgetolaatl S nbe ava Ai dalan . (Li tje Anna Maryauna. dkk ) tlg
lain di tingkt provinsi dadalau pada wilayah sungai lintas kabupateD4iota. Scdz]I]gkan
jika terjadi scngkcla antar kabupatcn&ota, pcnle rltah provinsi bertindak sebagai
fasilitator pcnyelcsai:Ln scngkeA zultaJkabupaten&ota dal:un pcngclolaan sLLII]berdaya
ai. Wewcnang dan langgungjarvabnyajuga meliputi menjaga elcktivitas. c sicnsi,
kualitas dan kctcrlibim pclaks:uraan petlgeloiann sumberdaJ,a air pada wila;-ah sungai
lintas kabupaten&ote dm rnemberiLan bantuan teknis dalam pcngcloLren sunbcrda) a
air kepada pcmerintah kabupatcnkora.
Wcwenarrg pcmerintah kabupaten/koia melipuri menelapkan kebijakan
pcntelolaan sutnbcrde\ a air di rr i lal ahnl a berdasarkan kebijaken nasi,rnel r l i
rr i lalahnla bcrriasarken kcl-. i . jakan lesiorral suntbcrt lara ir prr l insi dcngan
nem.c rh r i i kan  kc l )e l t l i n l i ] l t  kabupa tenko ta  se i i t a rn lu .  \ \ c \ ! , j  i i n !  do l l
tin!:eungia\\ eb p(inrrintirh kabLrpatcr,..loujuernieliputi fcnclapiu fola pcnreiolatt
sumberdava xir Folh !r i leveh sungridalant sa!.rkabupatcn,l i() la dan ntcnctapkan
rc-ncanafcn{clolliln sLullhcrdare ir pada tvilal air -sunraj dalx sut Lr ku h itpatct-,'koia
dengan melnpcrhatikrt kepL'ntingdt kaLrupaten4.ote s kitamya.
Karvasen IintlLutr-r vang bcrada dalam satu kabuDatcrtkola kr\\,c rngan
pemcrintah kebuf xtc ,/Lota. I)alun hal ini upa_,-a y ng dilakukan adalah mcnclapktul
dan mcngelola kau,esarr lindunrl suurbcrdava ir pada wilalah suncai dalem satu
kabupatcll,'liol.il. ntcll isruul.lar r pengeloLaar sunberdaya xir lled.r !vila],lll sungd ilalarn
saiu kabupalc kota dcnren mcrnperhatikar kepentingan kabufatclr/Lota srkitamya.
nlengatur. rrcnctupIan dxlt nteL)cri iziD pcn\ cdi]an. pcrulltu(aLn. prrrtlrrl]aitn dan
pencusalraen air trnah Lli * ilevdltrvh sertr sruiri:crciay  air paOe * ilq lh sunllridilLlun
salu kabuparc[iLotu.
Scdi.rrgklut dcl rt suntl-..-rdar a air atau delgar natna laia di tinr-lkat kab upaten'
kota din atau paJa \\ jlxvih surlaid.dun $tu kabupatelllotr dil.iintuli oldh pentedntih
kabupatentlota. I)e\ m ini alian benugas unnrli menjaga clcktlr itas. clisicnsi. kualiirs
dar kelertibixr pclaksar)a.alt pcngelolaan sumberda] aairpada wilayah sungai dalarn
satu kabupatcD,'liota eLrl1a rnenlcnuhi kebutuhan pokok minimal sehari-hari atas air
bagi masyarakat d i u, ilal'alxrya.
\Veu,enang pcmcrinlah dcsa atau yang disebut dengan nama lain nrcliputi
mengelolasun]berdav:l airdiwiLayall desa yang belurn dilaksi raliur olch mzr-syaralal
daul/atru pemcrirllal r1 dialcnl a dengan mempertimbangkin aslLs kcmatrllalan rrmlutl.
mcnjaga efektivitas. cl lsicnsi. kuali tas dan ketert iban pelaksanaan pcngcloiaan
sumberdaya ir y.mg mcnjadi kcwerrurgannl a, memenuhi kcbutuhan pokok minimal
sehari-hari ',rarga dcse alas air sesuai dengal ketersediaan air vang ada dan
me pcrhatikan kcpcntingan desa lain dal:r,'n melaksan:rl:ur pengclolaa| surnberda),a
air di r.rilayalrrl a.
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Jumlah alokasi air scbagai sumber kehidupan masyarakat secara alami
kebcraciaa.rnya benilat dinunis l]lengal ke tempat yang Lcbih rendahtanpanengcnaL
batas rvilal ah administrasi. Kcbcradaan air mengikuti siklus hidrologis yang crat
hubunsannva dcnran kontl isi  cuaca pada suatu dacr:rh sehinege menlehxbk:tn
ketersediaal air lidal rncrala dll3m scriap \!ali1u dar) setilp \\ila) ah. Sejaiar dcngrn
lcrkertbanean . jurr, lah pcnduduk dan n eningkatny a keei3ian mas\'a||kit l
mengakibarkai perLrb^han lirngsi lingkungan ) ang brrdampali negatiflerha!LLI-.
kelestarian sunrbcrLl:r] a air dan meningkatkan da) a rusrk air Hal ini nlenunlut
pengelolaaD slunbcrda) aairyurg uruh dari hulu sarrpaile hilir dengzur batas wilalell
sr.lngaidalam pola pcngclolaan sLlmberdaya air tanpa rlipenguuhioleh batas-batas
rvilay-ali adrninistasi 1':urg dilaluinya.
Berd:rsarkan hal lenebut diatas, pengahuan kcwcn ngzur da,'1tanggungjawab
peneelolaan sumbcrdava ir oLeh pemerintal. pemcrintah provinsi dan Fcmcrintah
kabupaten4iota didasirkan pada keberadaar rvilal ah sungai l arg r-Lrwngkrtan. ] ailu
a. wilal ah sungai Linta-s provirsi. wila.vah sungai linLas ncgr.t. dan atau \vilavah sungai
stmlegis nasional mcTjadi kervenangan pemcrinta|;
b. wilayah sungai linlas kabupaten4{ota menjadi kcwcnlurgzur pemerintah provinsi:
c. wilayah sungai yarg sccara utuh beradapada satu wilayah kabupaten&ota mcnjadi
ke$enzurgan pcmcrinlah kabupaten&ota.
Di sampinS itu, kcwenangan pengelolann sumttrdal a air diberikan kepacla
pcmcrintah desa atau yang discbut dengan nanra Iain scpanjang kcr.venangan yang
ada bclum dilaksanakan olch masyalakat dan atau olch pclDerintah di atasnya.
Kc*enansan pcnqelolaan sumberdava air terscbut tcrmasuk mengatur.
menetapkan dan merrlr.rikan izin atasperuntukan. penvediaan. pengguna:n dan
pensusahaan sunlberdir\ a air fada wilayah suneai dengan tctap dalarn kerangka
konsenasidan pengendalia]l da) a rusak air. Air],anq dilclapkan tidak benifat mutlal
dan harus dipemrhi *-baSainrtura yang tercantum daltu]l iiD. tclapi dapat ditinj au kembali
apabila persvaratan atau kcaclaanyang dijadikan dasaf pcmberian izin dan kondisi
kctersediaan air pada sumbcr air yalg bersangkutal mcncalur i pcrut'uhan yaig s:urgal
bcradi dibandingkan dcngm kondisi ketersediaan eir pade saatpenetapai aloka:ji.
I lal.i arun pakai air unluk mcmcnuhi kebutuhan pokok sehui-haribagi perseoraigi[l
diL! pert L'ien ralq at \ ang ltrada didalam sistem irigasi clijulin olch pemcrinl,h atilu
penleinui deerlh I lak gunr palai air untuk memenuhi kehrtt rul pokok schrriiari
basr lcrseoransan diur Irl1aniatl mlivattersebut tenriisLrk hak Llrul,\ mengalirkarl air
dari atau ke lanahi\ a tnrllilui tanah oranq lain r anu ir,rr batasen dengan ranahn) a.
Pc crintdl alau pcnlcrintah daerah menjamin alokasi lit r.rntuk memcnuhi keblrtuhatr
fokok sehari iraribagi pcrseorangan dan pertani0n fttkyat lcrsebut denga[ tctap
Kcbijakan Ptnx&nod, Stunhct.ld|a An duldn. tt.ultr ln,d Marpaung. dkk. ) ltl
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Tabel2. Wewenang Pengelohan dan Pdaksanaan P €ngdolaa n Wihyah
Sunoa i
Dalan salu Bup allW a trha?a
sunoa i
O)lErnrt 0eElu\uEt
Dewah SuntELtaya Ai
Kabrradaan
sda p.da wihlah
anel 'pan Fop.n9(lohan wilaFh
s unoal
naa[ !enge
Gubemnr (percetujuan
lewan Stnbedaya At
illenterin erte n terkai
J}.$ama dekgen Pende
{oeteluyan Dewah
Mexlen nenieuletkail
ll'l e aIe n x ) 
"" 
t te t te * a i l
(persf-ttti)a, Dewen
S!nlcdeya AnNas$naA
Mentehnehlen tethal
(oerel)fuan Dervah(perel)tltah Deean
S{,,flledrrc lr|lja.r$n, Sunlrde,/e AnNesiana
St rie!,rt
5r,r|] tFrdr!r,4x Nrsort
mempeihatikan kondisj ketersediaan air ] ang ada dalanr rvilayah sungai yalg
bcrsangkulan dengan tetap menj aga teryeliluftul,va ketertiban dan kctcntraman.
Kew enangiur pengelolaan dan pelaksanaan pengelolaan u.ilayah sungai dapat
digambzukan pada Tabel 2. Dalam pengelolaan srunberdaya i te$eblLt, nalia prirlsip
pengelolaan sumbcrdaya air harus meliputi konscrvasi. pendayagunaan. dan
pengendalian daya rusak air. serta kescimbanean upaya konser\ 'asi dan
pendayagunaan. l lal inij uga nembulLfikan ketcrpaduan antar sckor antar wilayall
artar-generasi dan antar-inslansi tanpa mengurangi kcwenanean masing-masiI1g.
Sedangkan pola pcngelolar.r sumberdaya air bcrdasarkan wilayah sutgai didasarkan
kriteria bahqa wilaya-h sungai memiliki kenrampuai untuk memenuhi kebutulun pokok
bagi sclunrh peduduk yang bennukim di wilayah sungai tersebul. Untuk itu. masyar"lat
harus terlibat seluas-luasnya. Dalam lul *ilayahsungai strategis. pemcrintah dapat
menetapkan wilayah sungai stategis dan pola pengelolaannya dengan persetujuan
bersama pemerintah daerah.
Dipefiegas lagi dalam Pasal 3 Undang-undang Sumberdaya Air. bahrva
pcltgelolaan sumberdaya air dilakukar secara menyelurul! terpadu, dzm berwawa-sen
lingL:ungan hidup dengo,r lujuan kemanfaatan surnberdaya ir yang berkelanjutan untuk
sebesar-besamva kemaknuran mkyat. Adaput yang dimaksud dengan pengelolaan
sunberdaya air secam menyeluruh mencakup semua bidang pengelolaan yang meliputi
konsewasi, pendayagunaan dar mengendalian daya rusak air serta meliputi satu sistem
wilayah pengelolaan secara utuh yang mencakup semua proses perencalaan.
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pelaksanaan serta pemantauan dan evaluasi. Dalam upa,va pengeLolaan secara
menyeluruh ini ha rus ada keteqraduan yang melibatkar scrnua pemilik kepentingan
antar sektor dan antar wilayah administrasi. Sedangkan yang dimaksud dengan
pengelolaan sumberdaya air bcnvau.asan lingkung:n hidup adalah pengelolaan yang
memperlr.atikan keseimba.'rgau ekosisten dal da! a dulorng linglourgan Kes€imbaigan
ekosistem inij uga bertr! uar [ntuk menj aga srunberdaya air dari kelangka:ur. Adapun
pengclolaan yang berkelanjutan ini dituj ukan ultuk kepentingan generasi sekarang
danj uga kepentingan generasi yang akan datar, g-
Keberadari hubungan prsat dan daerah di dalam pengelolaal sumberdaya alam
berlandaskan Pasal l8Aayat (2) UUD 1945. dimana hubungan rvewenangantara
pemerintah pusat dan pemerinuh daerah provinsi. kabupaten dan kota a,l1tara provinsi
dan kabupaten dan kota diatur dengan undang-undang dcngan memperfiatikan
kckhr.rsusan dal keragaman daerah.
V. KESIMPULAN DAN SARAN
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, disusun kesimpulan berikut:
1. Pengelolaao sumberdaya air di daerah yang berkelanjutan berada dalam
tanggungia$'ab pemerintah berdasarkan Pasal33 ayat (3) tJUD 19,15 danPasal6
Undang-undang Surnbcrdaya Air. N egara rnemiliki hali menguasai sLlnberdaya air. di
dalam penguasaannya itu dipergunakar untuk kenuknuran rak] at. Di dalam
pengrnNaa:nny4 negiua menja,nii bahwa pemanfaatall sunbeldaya slem oleh genemsi
mendatang tetap mempunyai sunber danpenunjal1g bagi kescjahteraan dan mutu
hidupn-va. Atas pengLrasaan sumberdaya ir te$ebut. neganmenjamin hak setiap
orang unftrk mendapatkan airbagi pemenuhan kebutuhan pokok schari-haridan
mclakukan pengaturau'r hak atas air Hak pengusaan negara terhadap sunberdaya air
hams ditafsirkan scbagai penguasaan untuk mengatur dan mengunrs. Sebagalmana
memilik kewenangan sebagai pcngatur. pcrencaln, pelaksana. dan sek.rligus sebagai
pengawas pengelolaan. penggrnuan dan penaiJaatan sumberdaya air
2 - Kewenengan daerah otonom dalaun pengelolaan slunberdaya air ) aifu pada tatar.ul
lokal, wewenang tersebut melifuti frenetapkan pola dan rencana pengc]olaan
sumbcrda,va ir pada rvilayah sungai lintas prc.r'insi. Sedangkan dalali, menjaga
hubu ga,r dcngan negzLra l in, tetap dikelola mengenai l<ebcraCaan *ila1'ah sungai
lintas negara dan wilaya.h sungai shategis nasional- Pemedltah bcrwenang dalan
rncnjaga kawasan lintlung. adapun u'ewenang pelnedntah nielilruti penetapan dari
pengelolaan kawasai lindung sumberdaya ir pada .'\ilayah sungai lintasprovinsi.
*ilayah sungai lintas negara dan wilayah sungai stralegis nasional, meigatur.
menetapkan dan memberi izin alas penyediaan, peruntukan. penggunaan dan
Kebiakan Pensetotaan Sltnbedaya An data,n .. lLinAe Ahnd Murpau4, dkk ) ll3
pengusahaan swnberdaya ir pada wilayah sungai linlas negara dan wilayah sungai
sFategis nasional. Pemednta-hjuga berwenang untuk membentuk dewan sunberdaya
air nasioml dan dewan surnberdaya air wilayah srmgai l ntas negam dan rvilayah srmgai
strategis ru|sional.
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